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KATA PENGANTAR

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah
Pmelimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga tugas
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025
dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan disusun sesuai dengan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi
perangkat daerah selama tahun 2025, sebagai konsistensi terhadap
komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar
terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta
pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu:
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, BERDAYA
SAING, INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN LESTARI
BERKEADABAN”
sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni

masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam



perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta
pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam
penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025.

TelukDalam, 30 Januari 2026

Sekretaris Daerah

Kabupaten Nias Selatan,




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...ccccctitiuintieinteiecetiecacecsscececsscasescscasscssacncs i
DAFTAR ISI...cccieiuiiiiuiuiiiieicieieceiececiecacecsssacecsscessscscassscasscncs iii
BAB I PENDAHULUAN ....ccctittittittuciariaciscetcescassscescescasssssscescnns 1
A. Latar Belakang.......cooouiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiee
B. Gambaran Umum OrganisSasi.......ccccoeeeuiiieiiniineieninnenes 2

C. Susunan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah .....coooiuiiiiiiiiii 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................ 39

A. Rencana Strategis ......cccvviiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiieea 39

B. Rencana Kinerja (Renja) ......cccoeveveiiiiiiiiiiiiiiiin... 42

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .......cccoeveviiiiiiiininininnane, 43

D. Perjanjian Kinerja....c.cocveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeen 45

BAB III AKUNTABILITAS KINERUJA .....ccccocttitiutintinircnrcnnncencens 47

A. Kerangka Pengukuran Kinerja.........ccocoeeviiiiiiiiniininne. 47

B. Capaian Kinerja Organisasi.....c.cocoeveeiiininiininnnnnnnn.. 51

C. Realisasi ANGZaramn .....coeveiiniiiiieieieieieeeeeeeee e 58

BAB IV PENUTUP .....ccciutitinineieincnciecerccacncsscacessscssescscasscssnsnss 64
LAMPIRAN



LAKIP SETDA 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan komponen dari manajemen kinerja
yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Pelaporan kinerja merupakan salah satu subsistem
dalam SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas
kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab
tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat pada Unit
Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya bertujuan untuk memastikan
setiap  Instansi  Pemerintah  dapat mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari rakyat. Oleh
karena itu Instansi Pemerintah didorong untuk memperbaiki kualitas

Laporan Kinerjanya.

Seiring dengan urgensi pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi
pada tahun 2025 yakni terwujudnya pemerintahan kelas dunia, maka
Kementerian PANRB gencar meluncurkan perbaikan terhadap kebijkan
nasional serta menerbitkan kebijakan terbaru guna pelaksanaan SAKIP
yang lebih baik karena tanpa adanya akuntabilitas kinerja maka
pemerintahan kelas dunia sulit terwujud. Adapun dasar pembuatan
Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas
dari ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun
2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja yang pada dasarnya merupakan laporan
akuntabilitas instansi pemerintah tersebut diharapkan dapat
bermanfaat untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas instasnsi pemerintah;
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2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah;

3. Peningkatan erencanaan disegala bidang, baik perencanaan program
dan kegiatan maupun perencanaan penggunanaan sumber daya
organisasi pemerintah;

4. Meningkatkan kredibilitas instansi pemerintah di hadapan
masyarakat;

5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang dimanahkan kepada instansi
pemerintah;

6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelengggarakan tugas
umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, serta adanya kebijakan public
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;

7. Mendorong terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel,
sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini memuat informasi kinerja
(performance information), yakni hasil pengolahan data capaian kinerja
yang membandingkan antara realisasi capaian kinerja (performance
result) dengan rencana kinerja (performance plan) yang ada sehingga
diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi.
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B. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur staf
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat
Daerah kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan
dibantu oleh tiga Asisten beserta dua belas bagian.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah melaksanakan
fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat

daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara

pada Instansi Daerah;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_4 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor
01.5_35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai
berikut:
1. Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah melaksanakan

fungsi:
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a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara

pada Instansi Daerah
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya.

. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah

di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan

pengoordinasian  penyusunan kebijakan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum

dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan rakyat melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
hukum dan kerjasama

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerjasama

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum dan kerjasama

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesra

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai tugas dan fungsinya.
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(1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan

otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Pemerintahan

melaksanakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan
otonomi daerah

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan, dan otonomi daerah

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai fungsinya.

(a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, mempunyai tugas :

e Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi pemerintahan

e Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan

e Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
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bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat

Memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah
Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi
pemerintahan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

(b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, mempunyai tugas :

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan/atau kelurahan

Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah,
kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau
pemindahan ibukota kecamatan

Melaksanakan toponimi dan pemetaan wilayah
Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan
Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian
kewenangan Kepala Daerah kepada camat

Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian tata pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

() Sub Bagian Otonomi Daerah, mempunyai tugas :

Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)

Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)

Melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah
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e Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

e Memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

¢ Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Kepala Daerah

e Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum

e Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses
administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
anggota legislatif

e Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang otonomi daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kesejahteraan Rakyat

mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial

dan kesejahteraan masyarakat
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Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

keagamaan, Lkesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat

Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh Sekretaris

daerah sesuai fungsinya

Sub Bagian Bina Mental Spiritual, mempunyai tugas :

e Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

e Menyiapkan bahan  perumusan  kebijakan yang
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

e Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

e Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan

e Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang sarana peribadatan, saran pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan

e Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan
perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan

e Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat
beragama

e Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan
kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan

umat beragama

e
8
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Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan
serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan
program pembinaan umat beragama dan kerjasama antar
lembaga keagamaan

Melakukan koordinasi lintas sector pertemuan/rapat-
rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama
dan serta kerjasama antar lembaga keagamaan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

(b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana

Menyiapkan  bahan  pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana

Menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana

Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program

transmigrasi kepada masyarakat

e
9
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e Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan
transmigrasi

e Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta
fasilitasi perpindahan transmigrasi

e Melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran

e Melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon
transmigran dari daerah asal ke transito Kabupaten,
Provinsi dan lokasi transmigrasi

e Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan
bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok
masyarakat dan individu atau keluarga

e Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada
badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian kesejahteraan rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas :

e Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan
olahraga, dan bidang pariwisata

e Menyiapkan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan
olahraga, dan bidang pariwisata

e Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang

kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata

e Menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan

kemasyarakatan lainnya

10
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e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian kesejahteraan rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan
informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum mempunyai

fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum serta dokumentasi dan informasi

- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai fungsinya.

(a) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :

e Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah

e Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk
hukum daerah

e Menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam

proses penetapan Peraturan Daerah

e
11
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Menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum
daerah

Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum
daerah

Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum daerah

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
produk hukum daerah

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian hukum sesuai tugas dan fungsinya

(b) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah

Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi
hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan
hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa
baik di dalam maupun di luar pengadilan

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam
penanganan perkara hukum

Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal
opinion)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara sengketa hukum

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian hukum sesuai tugas dan fungsinya

() Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas :

Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan

lainnya
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e Menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah

e Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum

e Memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum

e Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi
produk hukum daerah maupun peraturan perundang-
undangan lainnya

e Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
dokumentasi dan informasi produk hukum daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

bagian hukum sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Bagian Kerjasama

Bagian kerjasaama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi
kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, dan
evaluasi kerjasama.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Kerjasama mempunyai

fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi
kerjasama

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar

negeri dan evaluasi kerjasama

13



(b)

LAKIP SETDA 2025

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang kerjasam dalam negeri,

kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri,

kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama

Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di

bidang kerjasama

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai fungsinya.

Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, mempunyai

tugas :

e Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang kerjasama dalam negeri

e Melaksanakan pengolahan data kerjasama daerah dalam
negeri

e Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil
kerjasama daerah dalam negeri

e Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah
Daerah

e Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerjasama
daerah dalam negeri yang dilakukan oleh perangkat
daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota

e Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
kerjsama daerah dalam negeri

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian kerjasama sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, mempunyai

tugas :

e Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang kerjasama luar negeri

e Melaksanakan pengolahan data kerjasama luar negeri

e
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e Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil
kerjasama daerah dalam negeri

e Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerjasama
daerah luar negeri yang dilakukan oleh perangkat daerah
di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

e Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kerjasama daerah luar negeri

e Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

kerjasama sesuai tugas dan fungsinya.

(c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama mempunyai tugas :

e Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di
bidang pemntauan dan evaluasi kerjasama luar negeri
dan dalam negeri

e Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
dalam dan luar negeri

e Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi
kerjasama daerah dalam dan luar negeri

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian kerjasama sesuai tugas dan fungsinya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.
Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan melaksanakan fungsi:
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Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya
alam

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang

dan jasa dan sumber daya alam

Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan

jasa

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pengadaan barang dan jasa

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di

bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber

daya alam

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan

BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan

perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Dalam  melaksanakan  tugasnya, Bagian Perekonomian

mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian
dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
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pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil
Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai fungsinya

Sub Bagian BUMD dan BLUD mempunyai tugas :

e Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan
teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah

e Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

e Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah

e Melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian,

mempunyai tugas :

¢ Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian

e Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang

pengendalian dan distribusi perekonomian
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Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
distribusi perekonomian

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi
perekonomian

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian
Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan
distribusi perekonomian

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian perekonomian sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

Kecil mempunyai tugas :

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil

Memfasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian perekonomian sesuai tugas dan fungsinya.
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(2) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrai Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi

dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi

Pembangunan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang Penyusunan program, pengendalian
program, dan evaluasi dan pelaporan

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang Penyusunan program,
pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan penyusunan
program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(a) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

e Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan
penyusunan program pembangunan daerah

e Menyusun bahan kebijakan dalam rangka
mempersiapkan program pembangunan daerah

¢ Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah

e Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten kota lain serta pihak swasta
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dalam rangka penyusunan sinergitas program
pembangunan daerah

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyusunan program pembangunan daerah
Melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam
rangka mengembangkan akses pembangunan daerah
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko
dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran
program pembangunan daerah

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian administrasi pembangunan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan pengendalian program
pembangunan

Menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan
yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta
agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan
daerah

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian
program pembangunan daerah

Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka mengurai tingkat resiko dan kerugian akibat
pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah
maupun swasta

Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik
oleh lembaga pemerintah ataupun swasta

Melaksanakan pelaksanaan program pembangunan

e
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e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepal bagian

Administrasi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.
(c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

¢ Menyusun kegiatan monitoring dan pelaporan program
pembangunan daerah

e Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan daerah

¢ Menyusun pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan
monitoring  dan evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah

e Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan daerah

e Mencatat, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan daerah

e Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi
pelaksanaan program pembangunan daerah

e Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan
perumusan kebijakan program pembangunan daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian administrasi pembangunan sesuai tugas dan

fungsinya.

(3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan

dan Advokasi pengadaan barang dan jasa.

e
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Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang tugas perangkat daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai tugas dan fungsinya

(a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :
e Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa
e Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa
e Menyusun strategi pengadaan barang/jasa
e Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan
e Melaksanakan pemilihan penyediaan barang/dan jasa
¢ Menyusun dan mengelola catalog elektronik local/sektoral
e Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak

pengadaan barang/jasa pemerintah

e
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Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian pengadaan barang dan jasa sesuai tugas dan

fungsinya.

(b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

(©)

Elektronik mempunyai tugas :

Melaksanakan pengelolaan seluruh system informasi
pengadaan barang/jasa (termasuk akun penggunaan
system pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya
Melaksanakan  pelayanan  pengadaan  barang/jasa
pemerintah secara elektronik

Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna  seluruh  system  informasi pengadaan
barang/jasa

Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan
system informasi

Melaksanakan pengembangan system informasi yang
dibutuhkan oleh UKPBJ

Melaksanakan pelayanan pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas
Mengelola informasi kontrak

Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil
pengadaan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian pengadaan barang dan jasa sesuai tugas dan

fungsinya

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan

jasa mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola

Barang/jasa dan personel UKPBJ

e
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e Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan
pengadaan barang/jasa

¢ Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan

e Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ

e Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ

e Mengelola personel UKPBJ

e Melaksanakan pengembangan system insentif personel
UKPBJ

e Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan
pengadaan secara elektronik

e Melaksanakan pengelolaan pengukuran kinerja
pengadaan barang/jasa pemerintah

e Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa
pemerintah  di  lingkungan  pemerintah  provinsi,
kabupaten/kota, dan desa

e Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system
informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain
SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKap

e Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai tugas dan

fungsinya

(4) Bagian Sumber Daya Alam
Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

e
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bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan

perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan

hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengadaan Barang dan

jasa mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air
Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam
energi dan air
Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan sumber daya alam energi dan air
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi:
e Menyusun bahan data serta analisa di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
e Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
e Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan

e
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Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan

Memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian sumber daya alam sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan

Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup
Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum  kegiatan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup

Memfasilitasi sumber daya alam di bidang sumber dan
lingkungan hidup

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian sumber daya alam sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan air, mempunyai

fungsi:

26



LAKIP SETDA 2025

¢ Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber
daya alam energi dan air

¢ Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber
daya alam energi dan air

e Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam energi
dan air

e Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
pedoman umum kegiatan sumber daya alam energi dan
air

e Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang sumber daya alam energi dan air

e Memfasilitasi dan melakukan pembinaan di bidang
sumber daya alam energi dan air

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian sumber daya alam sesuai tugas dan fungsinya

4. Asisten Administrasi Umum
Asisten administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protocol dan

komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang

organisasi
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Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
umum, organisasi, protocol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang organisasi

Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada

setiap instansi daerah

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang

tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai

fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga

- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai fungsi :

e Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang
meliputi kegiatan tata wusaha umum, persuratan,
kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas

e Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian

e
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Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
dan rapat-rapat dinas

Melaksanakan pengelolaan kearsipan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bagian umum sesuai tugas dan fungsinya.

(b) Sub Bagian Perlengkapan, melaksanakan tugas :

Melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di
lingkup Sekretariat Daerah

Melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah
Melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah
serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan
Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Rumah
Dinas Sekretariat Daerah

Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretariat Daerah

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

bagian umum sesuai tugas dan fungsinya.

() Sub Bagian Rumah tangga, melaksanakan tugas :

Melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah
Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan
dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, tamu
Pemerintah Daerah dan rapat-rapat Pemerintah Daerah
Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian
umum sesuai tugas dan fungsinya.
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(2) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan public dan tata laksanan, dan kinerja
dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Reformasi

Birokrasi mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan public dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi

-  Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan public dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan public dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai tugas dan fungsinya

(@) Sub  Bagian Kelembagaan dan  Analisis Jabatan,
melaksanakan tugas :

e Menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK)

e
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Menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi
jabatan organisasi perangkat daerah

Menyusun bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah
dan unit pelaksana teknis daerah

Menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan
evaluasi jabatan

Menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan
organisasi perangkat daerah

Menyusun profil kelembagaan perangkat daerah
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian organisasi dan reformasi birokrasi sesuai tugas

dan fungsinya

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana,

melaksanakan tugas :

Menyusun pedoman tata naaskah dinas, pakaian dinas,
jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola
hubungan kerja

Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan public bagi unit
kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerah

Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan
Standar Pelayanan Publik

Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional
(SOP) yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah
Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan
public

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan

public
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian organisasi dan reformasi birokrasi sesuai tugas

dan fungsinya.

(c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi, melaksanakan

tugas :

Menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja
dan reformasi birokrasi

Menyusun bahan laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LaKIP) Kabupaten

Menyusun road map reformasi birokrasi

Melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian organisasi dan reformasi birokrasi sesuai tugas

dan fungsinya.

(3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang protocol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protocol,

komunikasi pimpinan, dan dokumentasi

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah di bidang protocol, komunikasi pimpinan,

dan dokumentasi
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Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait protocol, komunikasi pimpinan dan

dokumentasi

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Protokol, Melaksanakan tugas :

e Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan
tamu Pemerintah daerah

e Menyampaikan bahan koordinasi dan/atau fasilitas
keprotokolan

e Menyampaikan bahan informasi acara dan jadwal
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

e Menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah
daerah dan fasilitasi daerah

e Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, melaksanakan tugas :

e Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah

e Memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian daerah informasi tertentu

e Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas
arahan pimpinan

e Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

e Menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat

e Menyampaikan dan mengadakan bahan materi kebijakan

e
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¢ Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.

() Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan, melaksanakan tugas :

¢ Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

e Menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

e Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.

(4) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan

dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

e
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mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

perencanaan, keuangan dan pelaporan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat
Daerah meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Kinerja
Anggaran (RKA)

Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan
verifikasi RKA, DPA, DPPA, Perangkat Daerah

Menyusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat
Daerah

Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada
Sekretariat Daerah

Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan
dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah
Melaksanakan pembinaan dan fasilitas anggaran di
lingkungan Sekretariat Daerah

Melaksanakan system pengendalian intern

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
bagian perencanaan dan keuangan sesuai tugas dan

fungsinya.

() Sub Bagian Pelaporan, melaksanakan tugas :

Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah

(LaKIP) Sekretariat Daerah
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¢ Menyusun bahan evaluasi rencana kerja Sekretariat
Daerah

e Menyusun bahan laporan SPIP

e Menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian perencanaan dan keuangan sesuai tugas dan

fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional bertugas membantu Sekretaris

Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

D. Landasan Hukum

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 disusun

berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan  Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2023; dan

Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2024 perubahan tentang
perubahan kedua tentang penjabaran anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

. Format Laporan Klnerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah:
Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2025 berupa Pengantar;
Gambaran Umum, Data Organisasi berdasarkan Peraturan
Bupati Nias Selatan Nomor : 03 Tahun 2009 meliputi: uraian
tugas pokok dan fungsi, dasar hukum dan sistematika

penyusunan LAKIP
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Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran
strategis dan realiasi anggaran
Bab IV Penutup
Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025
yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas

Kinerja serta Rencana tindak lanjut.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang
dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu S5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 bertujuan
untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang
akuntabel.
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nias Selatan 2025-2029.
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk
selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang
diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan. Visi tersebut mengandung makna bahwa
Kabupaten Nias Selatan dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk

mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan mandiri.
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Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029
adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, BERDAYA
SAING, INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN LESTARI
BERKEADABAN”

. Misi
Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari
visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah
Kabupaten Nias Selatan mengikuti visi & misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, yaitu:
1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan
da berorientasi pada pelayanan.
- Reforasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- Meningkatkan pelayanan publik
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
- Mensinkronkan perencanaan pembangunan Kabupaten
dengan pembangunan desa
- Melanjutkan  pembangunan  infrastruktur  (pendidikan,
kesehatan, gedung pemerintah, jalan, jembatan, sarana air
bersih, irigasi, mitigasi, dan prasaran lainnya)
- Mendorong pengembangan transportasi udara (bandara
silambo) dan transportasi laut
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berkualitas,
berdaya saing serta kreatif dan inovatif.
- Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan
asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
- Melanjutkan program beasiswa pendidikan yang berkualitas
- Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dibidang olahraga, seni
budaya dan komunikasi kreatif
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan

tidak konsumtif

40



LAKIP SETDA 2025

-  Melanjutkan pembangunan disektor pertanian, peternakan,
perkebunan dan perikanan

- Melanjutkan pengebagan pariwisata di Nias Selatan
(Mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata
Nasional/Internasional di kepulauan Nias)

- Mendorong kegiatan UMKM (Usaa Mikro, kecil, dan menengah)
yang produktif dan inovatif

5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat

- Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum

- Menciptakan kerukunan antar umat beragama

-  Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli

lingkungan/tanggap bencana

Sesuai dengan wewenang dan tupoksi berdasarkan Renstra tahun
2025-2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan menetapkan

tujuan dan sasaran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2029

Tujuan Sasaran

1. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan daerah dibidang
Administrasi Umum

2. Terwujudnya tata kelola

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang
pemerintahan yang efektif dan efisien Pemerintahan dan Kesejahteraan
rakyat

3. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan daerah dibidang
Perekonomian dan Pembangunan

Sumber data : Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029
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B. Rencana Kinerja (Renja)

Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan
tahunan Perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan
perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD
tahun 2025 adalah :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;

b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar Kkegiatan,

program maupun antar jenis belanja.

Tabel 2.2
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA-PD TAHUN 2025

Rencana Tahun 2025

Perkiraan Maju Tahun 2026

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target Sumber | Catatan Target
Lokasi Capaian Kebutuhan dana dana Penting Capaian Kebutuhan Dana
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4. PEMERINTAHAN 33.311.454.293,49 33.311.454.293,49
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 33.311.454.293,49 33.311.454.293,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN |LC/obtr Bomerer Som e totaa
4.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH bafaf milik’ daerahg an: akl‘:ntfbel O Kab. Nias Selatan 100% 21.113.198.846,49 DAU 100% 21.113.198.846,49
KABUPATEN/KOTA LT yang
Perencanaan, Pengangsaran dan Persentase dokumen perencanaan,
4.01.01.2.01 naan, fengangg penganggaran dan evaluasi kinerja yang |Kab. Nias Selatan 100% 52.536.415,00 DAU 100% 52.536.415,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
tersusun dengan baik
P Dokt P lah Dokt P
4.01.01.2.01,01 |Peryusunan Dokumen Perencanaan |Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Nias Selatan | 3 Dokumen 7.512.900,00 | DAU 3 Dok 7.512.900,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
4.01.01.2.01.02 yu Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7.512.900,00 DAU 2 Dok 7.512.900,00
Dokumen RKA- SKPD
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.01.01.2.01.03 yu dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan |Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7.500.263,00 DAU 2 Dok 7.500.263,00
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
4.01.01.2.01.04 SKPD yusu Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7.506.827,00 DAU 2 Dok 7.506.827,00
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
4.01.01.2.01.05 yusw dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan |Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 7.501.352,00 DAU 2 Dok 7.501.352,00
Perubahan DPA- SKPD
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
4.01.01.2.01.06 |Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kab. Nias Selatan 2 Laporan 7.499.306,00 DAU 2 Laporan 7.499.306,00
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD
S Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat .
4.01.01.2.01.07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah Kab. Nias Selatan 2 Laporan 7.502.867,00 DAU 2 Laporan 7.502.867,00
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat |Persentase penyelenggaraan administrasi ||\ \.o o selatan 100% 1.570.883.075,00 | DAU 100% 1.570.883.075,00
Daerah keuangan perangkat daerah
4.01.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN iﬁﬁfifﬁsgﬁ ang Menerima Gaji dan Kab. Nias Selatan 93 Orang 1.555.845.605,00 DAU 93 Orang 1.555.845.605,00
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan |SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi .
4.01.01.2.02.05 Kab. N 1 1 7.488.600,00 1 7.488.600,00
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir ab. Nias Selatan Laporan DAU Laporan
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan |[Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
4.01.01.2.02.07 |Keuangan Bulanan/Triwulan/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan |Kab. Nias Selatan 18 Laporan 7.548.870,00( DAU 18 Laporan 7.548.870,00
Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persentasi pel:lyedlaan sarana penunjang (o .o oo 100% 242.060.430,00 DAU 100% 242.060.430,00
Pada Perangkat Daerah urusan pemerintah daerah




Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan adminitrasi BMD

4.01.01.2.03.02 . Kab. Nias Selatan 1 Dokumen 201.985.715,00f DAU 1 Dokumen 201.985.715,00
SKPD vang tertata dengan baik
4.01.01.2.03.06 |Fenatausahaan Barang Milik Daerah  |.Jumlah dokumen inventaris BMD yang Kab. Nias Selatan 1 Laporan 40.074.715,00) DAU 1 Laporan 40.074.715,00
Pada SKPD tersusun dengan baik
4.01.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Persentase penyelenggaran administrasi |\ v;o0 selatan 100% 381.018.650,00 | DAU 100% 381.018.650,00
Perangkat Daerah kepegawaian PD
4.01.01.2.05.02 |Fengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas berserta atribut Kab. Nias Selatan 1 Paket 331.018.650,00| DAU 1 Paket 331.018.650,00
Atribut Kelengkapannya kelengkapannya yang tersedia
Bimbinean Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
4.01.01.2.05.11 & P Teknis Implementasi Peraturan Perundang- [Kab. Nias Selatan 10 Orang 50.000.000,00 DAU 10 Orang 50.000.000,00
peraturan Perundang-undangan
Undangan
Administrasi Umum Perangkat Persentase penyelenggaraan administrasi .
4.01.01.2.06 Kab. Nias Selatan 100% 9.796.927.102,49 DAU 100% 9.796.927.102,49
Daerah umum PD
Penvediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
4.01.01.2.06.01 . y. P Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Nias Selatan 1 Paket 215.856.927,00f DAU 1 Paket 215.856.927,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor s
vang Disediakan
4.01.01.2.06.02 |Feryediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan |} nioo selatan 1 Paket 622.967.879,00| DAU 1 Paket 622.967.879,00
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
4.01.01.2.06.03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |~ af Paket Peralatan Rumah Tangga |y 1, Nigs selatan 1 Paket 121.184.098,49| DAU 1 Paket 121.184.098,49
vang Disediakan
4.01.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor j;::é?:k:iket Bahan Logistik Kantor yang |y}, vy Selatan 1 Paket 1.621.324.763,00] DAU 1 Paket 1.621.324.763,00
4.01.01.2.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kab. Nias Selatan 1 Paket 1.031.843.435,00] DAU 1 Paket 1.031.843.435,00
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
4.01.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu|Kab. Nias Selatan 1 Laporan 1.305.950.000,00| DAU 1 Laporan 1.305.950.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat .
4.01.01.2.06.09 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Nias Selatan 1 Laporan 4.877.800.000,00| DAU 1 Laporan 4.877.800.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Persenta nyediaan sarana penunjan:
4.01.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah ersentase penye S penumjang |y .. Nias Selatan 100% 1.110.000.000,00 | DAU 100% 1.110.000.000,00
Daerah urusan pemerintah daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
4.01.01.2.07.01 g . ng atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Kab. Nias Selatan 1 Unit 1.110.000.000,00| DAU 1 Unit 1.110.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan .
Disediakan
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |Persentase penyediaan jasa penunjang |y, yias Selatan 100% 3.083.796.000,00 | DAU 100% 3.083.796.000,00
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah
4.01.01.2.08.01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat m:xl’i}r‘;aporan Penyediaan Jasa Surat |y Niog Selatan | 100 Laporan 87.000.000,00) DAU 100 Laporan 87.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.02 e . ’ Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |Kab. Nias Selatan 12 Laporan 102.240.000,00| DAU 12 Laporan 102.240.000,00
Daya Air dan Listrik s
vang Disediakan
Py i P lah L P i P
4.01.01.2.08.03 |Pervediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan | . nioo Selatan 12 Laporan 313.356.000,00 DAU 12 Laporan 313.356.000,00
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.01.01.2.08.04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kab. Nias Selatan 12 Laporan 2.581.200.000,00| DAU 12 Laporan 2.581.200.000,00
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |Persentase BMD penunjang urusan
4.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan pemerintahan daerah yang terpelihara Kab. Nias Selatan 100% 1.664.281.093,00 DAU 100% 1.664.281.093,00
Daerah d baik
Eznmye‘el?}izz::aiacslz:;?ih;;iadz;faliy @ |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
4.01.01.2.09.01 . J Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara |Kab. Nias Selatan 60 Unit 1.452.923.093,00 DAU 60 Unit 1.452.923.093,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Y J Y
4.01.01.2.00.00 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung  |Jumlah gedung kantor yang terpelihara Kab. Nias Selatan 3 Unit 211.358.000,00| DAU 3 Unit 211.358.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya dengan baik
Administrasi Keuangan dan Persentase penyediaan operasional KDH
4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan peny P Kab. Nias Selatan 100% 180.000.000,00 DAU 100% 180.000.000,00
N dan WKDH
Wakil Kepala Daerah
. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical
Pelak: M heck Kepal
4.01.01.2.11.03 |Pelaksanaan Medical Check up Kepala | o 1y kepala Daerah dan Wakil Kepala |Kab. Nias Selatan 2 Orang 180.000.000,00 | DAU 2 Orang 180.000.000,00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
4.01.01.2.12  |Fosilitasi Kerumahtanggaan Persentase penyediaan fasilitas rumah |\ nio0 selatan 100% 2.160.000.000,00| DAU 100% 2.160.000.000,00

Sekretariat Daerah

tangga perangkat daerah




Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga

4.01.01.2.12.01 . Kab. Nias Selatan 12 Paket 1.440.000.000,00 DAU 12 Paket 1.440.000.000,00
Kepala Daerah Kepala Daerah vang Disediakan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga .
4.01.01.2.12.02 . 12 Paket 720.000.000,00 12 Paket 720.000.000,00
Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Kab. Nias Selatan € 2 DAU <
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi Daerah Kab. Nias Selatan 100% 401.114.777,00 DAU 100% 401.114.777,00
4.01.01.2.13.01 |Fengelolaan Kelembagaan dan Analisis| Jumlah Dokumen Pengelolaan Kab. Nias Selatan | 30 Dokumen 112.987.500,00| DAU 30 Dokumen 112.987.500,00
Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata [Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan .
4.01.01.2.13.02 . 15 L 36.752.448,00 12 L 36.752.448,00
Laksana Publik dan Tata Laksana Kab. Nias Selatan aporan DAU 2 Laporan 2
4.01.01.2.13.03 |Feningkatan Kinerja dan Reformasi |Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja |y p, njoq Selatan | 30 Dokumen 56.970.466,00 DAU 30 Dokumen 56.970.466,00
Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
4.01.01.2.13.04 |Pengendalian Kualitas Pelayanan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Kab. Nias Selatan 30 Dokumen 91.006.990,00| DAU 30 Dokumen 91.006.990,00
Publik dan Tata Laksana dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
4.01.01.2.13.05 L R yu P Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kab. Nias Selatan 128 Dokumen 103.397.373,00) DAU 128 Dokumen 103.397.373,00
Kinerja Pemerintah Daerah Daerah
4.01.01.2.14  |Felaksanan Protokol dan Persentase keprotokolan daerah yang |} 1\ o Selatan 100% 470.581.304,00 | DAU 100% 470.581.304,00
Komunikasi Pimpinan terselenggara dengan baik
4.01.01.2.14.01 |Fasilitasi Keprotokolan f{:xiz]ﬁzzran Hasil Fasilitasi Kab. Nias Selatan | 190 Laporan 145.025.963,00) DAU 190 Laporan 145.025.963,00
4.01.01.2.14.02 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlahl Lapor'an Hasﬂ Fasilitasi Kab. Nias Selatan 110 Laporan 75.560.754,00| DAU 110 Laporan 75.560.754,00
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03 |Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jﬁ::j;'s;‘::; Pendokumentasian Kab. Nias Selatan | 190 Laporan 249.994.587,00| DAU 190 Laporan 249.994.587,00
Persentase administrasi pemerintahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN . 0, o,
4.01.02 KESEJAHTERAAN RAKYAT n}an kes%i;lll{teraan rakyat yang tertata Kab. Nias Selatan 100% 9.602.588.732,00 DAU 100% 9.602.588.732,00
Persentase penyelenggaran administrasi
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan tata pemerintahan yang terlaksana Kab. Nias Selatan 100% 425.438.967,00 DAU 100% 425.438.967,00
d baik
4.01.02.2.01.01 |Penataan Administrasi Pemerintahan Jum?al{q Do@men ‘Hasﬂ Penataan Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 210.475.496,00| DAU 4 Dokumen 210.475.496,00
Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 |Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |2 \iah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Nias Selatan | 12 Dokumen 109.889.090,00] DAU 15 Dokumen 109.889.090,00
Administrasi Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 |Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kab. Nias Selatan | 2 Dokumen 105.074.381,00) DAU 2 Dokumen 105.074.381,00
Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Persentase kebijakan kesejahteraan i
4.01.02.2.02 g o eraan Rakyat rakyat yang terlaksana dengan baik Kab. Nias Selatan 100% 8.474.366.886,00 [ DAU 100% 8.474.366.886,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi .
4.01.02.2.02.01 Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 140.461.170,00f DAU 4 Dokumen 140.461.170,00
JUIITAIT DOKUTITETT TSI KEDAKATT;
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,
4.01.02.2.02.02 |Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan|Pemberdayaan Perempuan dan Kab. Nias Selatan | 12 Dokumen 2.148.359.488,00| DAU 15 Dokumen 2.148.359.488,00
Sosial Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
Jumian DOKUIMEN HasII KeDIjakarn,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi
4.01.02.2.02.03 |Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan |Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 6.185.546.228,00] DAU 2 Dokumen 6.185.546.228,00
Masyarakat Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum
Linmas
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :if:‘:t::‘::;“yelengg““‘" dan fasilitasi| ) Nias Selatan 90% 443.752.128,00 | DAU 90% 443.752.128,00
4.01.02.2.03.01 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum |Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Kab. Nias Selatan | 20 Dokumen 102.322.168,00 DAU 20 Dokumen 102.322.168,00

Daerah

Ditetapkan




Jumlah Kasus Perdata Daerah yang

4.01.02.2.03.02 |Fasilitasi Bantuan Hukum diselesaikan Kab. Nias Selatan 20 Kasus 284.229.209,00f DAU 20 Kasus 284.229.209,00
4.01.02.2.03.03 |Fendokumentasian Produk Hukum |Persentase Produk Hukum Daerah Yang |y 1 nioo Selatan | 20 Dokumen 57.200.751,00| DAU 20 Dokumen 57.200.751,00
dan Pengelolaan Informasi Hukum Terdokumentasikan Dengan Baik
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase kerja sama daerah yang Kab. Nias Selatan 94% 259.030.751,00 | DAU 94% 259.030.751,00
difasilitasi dengan baik
4.01.02.2.04.01 |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  |o™iah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja |y 1 nios selatan | 3 Dokumen 85.555.188,00| DAU 3 Dokumen 85.555.188,00
Sama Dalam Negeri
4.01.02.2.04.02 |Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja |\ nioc Selatan 2 Dokumen 50.067.192,00| DAU 2 Dokumen 50.067.192,00
Sama Luar Negeri
4.01.02.2.04.03 |Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporarll Hasil Evaluasi Kab. Nias Selatan 2 Laporan 123.408.371,00| DAU 2 Laporan 123.408.371,00
Pelaksanaan Kerja Sama
Persentase pelaksanaan pengendalian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN ekonomi mikro kecil dan pengadaan . o o,
4.01.03 PEMBANGUNAN v Gem fle g (G oo G Kab. Nias Selatan 100% 2.595.666.715,00 DAU 100% 2.595.666.715,00
baik
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Persentase kebijakan perekonomian yang |y . \i.o selatan 94% 235.139.657,00 | DAU 94% 235.139.657,00
Per ian terlaksana dengan baik
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
4.01.03.2.01.01 |dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan |Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 19.663.578,001 DAU 2 Dokumen 19.663.578,00
BUMD dan BLUD Kebiiakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02 Pengendahelm dan Distribusi JLllml'ah Llaporan Hasﬂ. Pengendalian dan Kab. Nias Selatan 4 Laporan 06.383.932,00 DAU 4 Laporan 96.383.932,00
Perekonomian Distribusi Perekonomian
4.01.03.2.01.03 |Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan  dan |y .1, nias selatan | 4 Dokumen 119.092.147,00| DAU 4 Dokumen 119.092.147,00
Ekonomi Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4.01.03.2.02  |Felaksanaan Administrasi Persentase administrasi pembangunan |\ nios Selatan 100% 299.911.564,00 | DAU 100% 299.911.564,00
Pembangunan yang terlaksana dengan baik
Fasilitasi Penyusunan Program Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.03.2.02.01 Pemban: nali’u s Penyusunan Program Pembangunan Kab. Nias Selatan 2 Dokumen 99.997.667,00] DAU 2 Dokumen 99.997.667,00
gu Daerah
4.01.03.2.02.02 |Pengendalian dan Evaluasi Program | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian  dan |\ nioq selatan | 12 Laporan 99.920.372,00 DAU 12 Laporan 99.920.372,00
Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi
4.01.03.2.02.03 8 ’ P dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |Kab. Nias Selatan 12 Laporan 99.993.525,00] DAU 12 Laporan 99.993.525,00
Pelaksanaan Pembangunan
4.01.03.2.03  |Fengelolaan Pengadaan Barang dan | Persentase pengadaan barang dan jasa |y 1, nioo Selatan 100% 1.819.514.282,00 | DAU 100% 1.819.514.282,00
Jasa yang terlaksana dengan baik
4.01.03.2.03.01 |Fengelolaan Pengadaan Barang dan  |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kab. Nias Selatan | 140 Dokumen 1.085.618.282,00 DAU 140 Dokumen 1.085.618.282,00
Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.02 |hengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Layanan Kab. Nias Selatan | 40 Dokumen 366.948.000,00 DAU 40 Dokumen 366.948.000,00
Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik
4.01.03.2.03.03 |Fembinaan dan Advokasi Pengadaan  |Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan |, 1\ o selatan 10 Orang 366.948.000,00| DAU 10 Orang 366.948.000,00
Barang dan Jasa dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.04 |Pemantauan Kebijakan Sumber Persentase terpantaunya kebijakan Kab. Nias Selatan 100% 241.101.212,00 | DAU 100% 241.101.212,00
Daya Alam sumber daya alam
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Sinkronisasi, de.m Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.01 |Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,  |g.j, Nias Selatan | 4 Dokumen 40.993.083,00 DAU 4 Dokumen 40.993.083,00
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,
Tenaca Keria
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi |Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.02 |Kebijakan Pertambangan dan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya  |Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 100.281.754,00) DAU 4 Dokumen 100.281.754,00
Lingkungan Hidup Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubuingan Statistik Persandian
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
. - s . |Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.03 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi | o Energi dan Air, Pekerjaan Umum  |Kab. Nias Selatan 4 Dokumen 99.826.375,00| DAU 4 Dokumen 99.826.375,00

Kebijakan Energi dan Air

dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Pertanahan

33.311.454.293,49

33.311.454.293,49

(Sumber : Tabel T-C. 33 Renja-PD)
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C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan
oleh unit kerja di Sekretariat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian
Nias Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupten Nias
Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
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No

Tujuan

Sasaran

Indikator
Kinerja

Satuan

Kondisi
Awal
Renstra

Target Kinerja Pada Tahun

Kondisi

2025

2026

2027

2028

2029

Akhir

2030 | Renstra

(1)

)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) (13)

Terwujudnya
Birokrasi dan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih
dan baik

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
tata kelola
pemerintahan

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Nilai/Predikat

62

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00 B

Nilai
Akuntabilit
as Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)

Nilai/Predikat

CC

CC

BB BB

Indeks
Pelayanan
Publik

Nilai/Predikat

2,51

2,71

2,91

3,01

3,31

3,51 B

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Nilai/Predikat

78

82

86

90

94

94 A

Indeks
Reformasi
Hukum

Nilai/Kategori

BB

76

76

78

78

80

80 A
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Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2029,
Rencana Kerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun
2025 beserta perubahannya. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai

berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

No

Sasaran Satuan

Strategis

Indikator Kinerja Target

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
1

Meningkatnya
kualitas
pelayanan public
dan tata kelola
pemerintahan

Indeks Reformasi
Birokrasi

Nilai/Predikat

B
(60-70)

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Nilai/Predikat

cc
(50-60)

Indeks Pelayanan
Publik

Nilai/Predikat

C
(2,51-3,00)

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Nilai/Predikat

B
(76,61-88,30)

Indeks Reformasi
Hukum

Nilai/Predikat

BB
(70-80)

Sumber data: Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030
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Program Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan pada
Tahun 2025 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya

kinerja sasaran didukung dengan anggaran yang dijabarkan pada tabel
berikut :

Tabel 2.5
Program Kerja dan Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

No Program Anggaran

1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 35.219.164.252,00
kabupaten/Kota

2 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 11.114.752.066,00
3 | Program Perekonomian dan Pembangunan Rp. 2.294.538.031,50
Jumlah Rp. 48.628.454.350,00

Sumber data: DPA APBD Sekretariat Daerah Tahun 2025
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada
pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi
amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu
atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing
indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2025-2030 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
dalam visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuruan dimaksud merupakan

hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada
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kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indokator masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab
sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang
merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau
penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.
Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus
dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja,
dan cara pengumpulan kinerja.
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian,
pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan
digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan
berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk
meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa
indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan
atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu
instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja,
organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan
dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.
Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja

kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian
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kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat
capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana
dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pancapaian
sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan
sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan
tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana Kkinerja
tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang
ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat
berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau
dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan
akuntabilitas instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan

kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data
kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang
bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang
bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat
berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan
konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem
pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem
informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem
informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang
dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan
secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat

dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara
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reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas
data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk
indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator
masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk
mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian
sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator
manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya
suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-
tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan
tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator
kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat
melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil
yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak

kebijakan instansi terhadap masyarakat.

Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat

digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang

melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu

memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila

kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat

digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa

cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini

adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.

b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya.

c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan
dianggap terbaik dalam bidangnya.

d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

50



LAKIP SETDA 2025

Tabel

Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1 91% < 100 Sangat Tinggi
2 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 < 50% Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

B. Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin

rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.
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Tabel 3.1
MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN INI
No Sasaran Indikator LERT) 207 Sumber
Strategis Kinerja Target Realisa | Capaian Data
g si (%)
Indek _
1 Rr;fsrrflasi B - - Bagian
Birokrasi (60-70) ORB
gelayanan Akuntabilitas R
2 public dan Kinerja cC >100% | Inspekt
Instansi (50-60) (86) orat
tata kelola .
‘ntah Pemerintah
pemerinta (AKIP)
an
3 Indeks € C 100% Bagian
Pelayanan (2,51- 0
Publik 3,00) 2,57) ORB
4 Indeks B A L00% Bagian
Kepuasan (76,61- > 0
Masyarakat 88,30) (92,44) ORB
Indeks BB .
5 ~ BB 100% Bagian
Reformasi (70-80) (76,26) () Hulum
Hukum

Dari tabel 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa ada capaian indikator
kinerja yang ini tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah yang
tepat waktu dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan seiring
berjalannya waktu. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih dalam
tahap proses penilaian dari KemenpanRb saat laporan kinerja ini dibuat.
Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat” sedang menunggu hasil review
dari KemenpanRb, sedangkan nilai yang tertera dalam tabel adalah nilai
yang termuat dalam Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) Kabupaten Nias Selatan.
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Tabel 3.2
MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN
KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN

TERAKHIR
Tahun Tahun
No Sasaran Indikator 2023 2024 MEasi e
Strategls Kinerja Realisasi Reesllilsa Target | Realisasi Ca(;())z)l an
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
) Indeks cc B cc
Reformasi - -
Birokrasi (51,76) (60,49) | (50-60)
Meningkat | Nilai
nya Akuntabilitas CcC A
2 | kualitas Kinerja Instansi 9?%8 55%5 (50- >100%
pelayanan | Pemerintah (91,98) (59,65) 60) (86)
public dan | (AKIP)
tata kelola | Indeks C C
3 | pemerinta Pelayanan - - (2,51- (2,57) 100%
han Publik 3,00) ’
Indeks B
4 Kepuasan A A (76,61- A >100%
91,4 ’
Masyarakat (89,8) 9142) | gg ,30) (92,44)
Indeks BB
5 Reformasi - - (7 (])3 _B8 0) 100%
Hukum (76,26)
Tabel 3.3

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN
TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Realisasi Target Akhir
No Sasaran Indikator Kinerja Tahun Rencana Tingkat
Strategis Kinerja 2025 Strategis Kemajuan
(2027)
(1) (2) (3) (4 (5) (6)=4/5*100
Indeks
1 Reformasi - (601—370) -
Birokrasi
Meningkat Nilai Akuntabilitas A
2 nya Kinerja Instansi AA 94,50%
. - 86) (91-100)
kualitas Pemerintah (AKIP) (
3 pelayanan | pdeks Pelayanan C C 88.32%
public dan | pyplik (2,57) (2,91) ’
tata kelola N
4 | pemerintah Indeks Kepuasan B 107,48%
an Masyarakat (92,44) (86)
5 Indeks Reformasi BB BB 97,77%
Hukum (76,26) (78)
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ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

N Sasaran Indikator T Realisa i . K S nz;hSl?i Solusi yang
o Strategis Kinerja arget si S eoernasiia Dilakukan
an Kegagalan
()1 () 3) (4) () (6) (7) (8)
1 Capaian Meningkatka
Keberhasilan n dan
Nilai Indeks mempertaha
Reformasi nkan
Birokrasi 2025 percepatan
Menun .
Indeks cC sedang reformasi
. ggu . .
Reformasi hasil - menunggu birokrasi
Birokrasi (50-60) R ast review dari
eview KemenpanRb
sehingga belum
bisa dinilai
tingkat
keberhasilannya
2 | Meningkatn Capaian Mempertaha
ya kualitas Nilai Keberhasilan nkan
pelayanan of Nilai SAKIP akuntabilita
public dan ﬁi?;;:blhtas CccC A 2025 sudah s dan
tata kelola I . (S0- 91,42) 100% | direview dan kinerja
pemerintaha nstan§1 60) (91, berhasil instansi
n Pemerintah mencapai target | seperti
(AKIP) yang ditetapkan | tahun
sebelumnya
3 Keberhasilan Meningkatka
IPP tidak n dan
Indeks C C terlepas dari mempertaha
Pelayanan (2,51- 2,57) 100% | efisiensi dan nkan
Publik 3,00) 2 kualitas kualitas
pelayanan pelayanan
publik publik
4 Keberhasilan Meningkatka
B IKM tidak n dan
Indeks (76,61 A ~100 terlfepas' dari mempertaha
Kepuasan ; (92,44) % eﬁ81§n51 dan nkar}
Masyarakat 88,30) ’ kualitas kualitas
’ pelayanan pelayanan
publik publik
) Keberhasilan Meingkatkan
IRH tidak Variabel
terlepas dari Keberhasilan
Indeks BB BB Kualitas Penilaian
Reformasi (70- 100% | penataan IRH
Hukum 80) (76,26) regulasi dan
kepatuhan
hukum di

tingkat daerah

Analisis “Indeks Reformasi Birokrasi” sedang menunggu hasil

review dari kemenpanRb sehingga belum diketahui realisasinya. Upaya yang

dilakukan untuk peningkatan kedepan telah disusunnya perbub, dan saat

s
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laporan ini disusun sedang di eksaminasi dibagian hukum, menguatkan
komitmen untuk menerapkan reformasi birokrasi secara optimal, contoh;

melalui upaya-upaya penerapan system berbasis digital.

Analisis capaian strategis dengan indikator “Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah” sudah mendapat review dari
inspektorat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini
adalah menggunakan RPJMD baru 2025-2030, Renstra dan PK yang sudah
disesuaikan serta adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan kinerja OPD.

Analisis capaian strategis tentang capaian indikator “Indeks
Pelayanan Publik” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat” sudah
memenuhi standar pelayanan public sehingga dengan persentase capaian
sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Dampak dari indeks kepuasan masyarakat adalah adanya kesan yang baik
terhadap pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa
dihargai dan terbantu dalam proses administrasi. Faktor keberhasilan atau
kegagalan dari indeks kepuasan masayarakat ini semua tidak terlepas dari
kerjasama antara para pelayan public dan masyarakat yang dilayani.
Menerapkan SOP dalam pelayanan public maka ini menjadi upaya dalam
peningkatan ke depan. Saat laporan ini dibuat nilai IKM dari KemenpanRb

masih dalam proses review.

Analisis capaian strategis tentang capaian indikator “Indeks Reformasi
Hukum” bukan hanya sekadar mengejar nilai (kategori A/AA), tetapi terletak
pada terwujudnya reformasi hukum yang berdampak (impactful legal
reform). Setda yang berhasil adalah yang mampu menjadikan hukum
sebagai instrumen penggerak pembangunan yang efisien, transparan, dan

akuntabel review.
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Tabel 3.5
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Kinerja Anggaran
No SS ; saiga; I?((iig:tcgr Tareet Realisasi % Anggaran Realisasi % Efisiensi
& J g Capaian (Rp.) (Rp.) Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
Indeks ce Menunggu o (Tidak
1 Reformasi (50-60) hasil Review - 32.935.788,50 | 30.209.428 91,72% dapat
Birokrasi dihitung
Meningkatnya Nilai efisiensi
kualitas Akuntabilitas ce A karena
2 | pelayanan public Kinerja Instansi (50-60) (91,42) 100% 3.678.338 3.675.228 99,92% kinerja
bemerintahan | Pemerintah tidak
(AKIP) tercapai
Indeks (2 (é 1- C . 100%
3 Pelayanan ’ (2,57) 100% 20.047.696 | 16.812.878 83,86%
Publik 3,00)
Indeks . 6B 1 A , (Tidak
4 Kepuasan (76,61~ (92,44) >100% 47.107.381 | 41.628.069 | 88,37% | dapat
Masyarakat 88,30) ’ dihitung
efisiensi
karena
Indeks BB BB kinerja
S Reformasi (70-80) (76.26) 100% 29.506.223 25.401.003 86,09% tidak
Hukum tercapai
100%




Tabel 3.6

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN
PERNYATAAN KINERJA

LAKIP SETDA 2025

Capaia Menunjang
N Sasaran Indikator Capaian Program/ Indikator N / Analisis
o Strategis Kinerja % Kegiatan Kinerja % Tidak
Menunjang
(1) (2) 3) (4) () (6) (7) (8) 9
Program Penunjang Persentasi penataan Tercapainya
Indeks Urusan Pemerintah organisasi ) indikator kinerja
1 Reformasi - Daerah B Menunjang | dari sebuah
Birokrasi Kabupaten/Kota/Penat program/Kegiatan
aan Organisasi
Meningkat Program Penunjang Persentase dokumen Tercapainya
nya Nilai Urusan Pemerintah Perencanaan, indikator kinerja
kulahtas Akuntabilitas Daerah Penganggaran, dan dari sebuah
5 g 161 ].jﬁzinan Kinerja Instansi 100% Kabupaten/Kota Evaluasi Kinerja 100% | Menunjang | Program/Kegiatan
dan tata Pemerintah /Perencanaan, Perangkat Daerah
kelola (AKIP) Penganggaran, Dan yang tersusun
pemerinta Evaluasi Kinerja dengan baik
han Perangkat
Program Penunjang Persentasi penataan Tercapainya
Indeks Urusan Pemerintah organisasi indikator kinerja
3 Pelayanan 100% Daerah 100% Menunjang | dari sebuah
Publik Kabupaten/Kota/Penat program/Kegiatan
aan Organisasi
Program Penunjang Persentasi penataan Tercapainya
Indeks Urusan Pemerintah organisasi indikator kinerja
4 Kepuasan >100% Daerah 100% | Menunjang | dari sebuah
Masyarakat Kabupaten/Kota/Penat program/Kegiatan
aan Organisasi
Indeks grogll*{am .Pe}inerintahan Persellltase ’reéf:;paini:a .
. 100% an Kesejahteraan penyelenggaraan 100° . indikator kinerja
> gfﬁ;r;aSI Rakyat/Fasilitasi dan dan fasilitasi hukum 00% Menunjang dari sebuah

Koordinasi Hukum

daerah

program/Kegiatan
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C. Realisasi Anggaran
Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila
didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan
komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian
kinerja. Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
melaksanakan 3 (tiga) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan, 62 (Enam

Puluh Dua) dan sub kegiatan.
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Tabel 3.7
Pagu dan Realiasasi Anggaran Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupten Nias Selatan

LAKIP SETDA 2025

Kode URAIAN PAGU APBD 2025 REALISASI (Rp) CAPAI
(Rp.) AN (%)
4.01.00 SEKRETARIAT DAERAH Rp 39.854.046.350,09 | NP 30:581:224.752,00 | 54 50
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH Rp 28.259.071.565,99 | P 20-483.000.122,00 | 72,48%
DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.02.01 Perencanaan,
Penganggaran, Dan Evaluasi Rp 35.062.248,00 Re 28.635.082,00 | 81,67%
Kinerja Perangkat
4.01.01.02.01.01 | Penyusunan Dokomen
Perencanaan Perangkat Rp 12.920.775,50 Rp 6.497.721,00 | 50,29%
Daerah
4.01.01.02.01.02 Koordinasi Dan Penyusunan Rp  3.636.652,50 Rp 3.636.652,00 | 100,00%
Dokumen RKA-SKPD
4.01.01.02.01.03 Koordinasi Dan Penyusunan 100,00%
Dokumen Perubahan RKA- Rp  3.780.822,50 Rp  3.780.822,50
SKPD
4.01.01.02.01.04 Koordinasi Dan Penyusunan Rp  3.664.480,00 Rp  3.664.480,00 | 100,00%
DPA-SKPD
4.01.01.02.01.05 Koordinasi Dan Penyusunan Rp  3.740.110,00 Rp  3.740.110,00 | 100,00%
Perubahan DPA-SKPD
4.01.01.02.01.06 | Koordinasi Dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Dan Rp  3.678.338,00 Rp 3.675.228,00 | 99,92%
Ikhtiar Relaisasi Kerja SKPD
4.01.01.02.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Rp  3.641.069,50 Rp 3.640.069,00 | oo g,
Daerah ’
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Rp 1.645.828.310,94 Rp 1.080.936.372,00 | 65,68%
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Rp 1.638.326.000,94 Rp 1.073.434.071,00 | 65,52%
Tunjangan ASN
4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan
. Rp  3.731.175,00 Rp 3.731.166,00 | 100,00%
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Rp  3.771.135,00 Rp  3.771.135,00 | 100,00%
Bulanan/Triwulan/Semester
an SKPD
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Rp 195.598.710,50 Rp 105.350.771,00 | 53,86%
Daerah
4.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Rp 176.098.053,00 Rp 85.893.514,00 | 48,78%
Daerah SKPD
4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Rp 19.500.657,50 Rp 19.457.257,00 | 99,78%
Daerah pada SKPD
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4.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Rp 139.676.850,00

Rp 135.186.900,00

96,79%

4.01.01.2.05.02

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Rp 139.676.850,00

Rp  135.186.900,00

96,79%

4.01.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

14.125.395.895,05

Rp 9.975.322.100,00

70,62%

4.01.01.2.06.01

Penyediaan Komponen
Instralasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Rp 365.344.703,55

Rp  131.667.000,00

36,04%

4.01.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Rp1.319.539.683,00

Rp  928.641.200,00

70,38%

4.01.01.2.06.03

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Rp 680.979.874,00

Rp  491.254.000,00

72,14%

4.01.01.2.06.04

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Rp 2.862.971.384,50

Rp 1.374.467.676,00

48,01%

4.01.01.2.06.05

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Rp 1.781.953.250,00

Rp  419.724.812,00

23,55%

4.01.01.2.06.08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Rp 861.500.000,00

Rp  712.253.800,00

82,68%

4.01.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Rp 6.253.107.000,00

Rp 5.917.313.612,00

94,63%

4.01.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rp 2.960.722.650,00

Rp 1.941.080.000,00

65,56%

4.01.01.2.07.01

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Rp 2.960.722.650,00

Rp 1.941.080.000,00

65,56%

4.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Rp 3.065.821.000,00

Rp 2.288.110.535,00

74,63%

4.01.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Rp  87.000.0000

Rp 85.000.000,00

97,70%

4.01.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 102.240.000,00

Rp 34.539.535,00

33,78%

4.01.01.2.08.03

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Rp 349.381.000,00

Rp  248.071.000,00

71,00%

4.01.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Rp 2.527.200.000,00

Rp 1.920.500.000,00

75,99%

4.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rp 3.277.908.623,00

Rp 2.356.409.796,00

71,89%

4.01.01.2.09.01

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Rp 1.806.016.400,00

Rp 1.320.244.227,00

73,10%

4.01.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan

Rp 1.471.892.223,00

Rp 1.036.165.569,00

70,40%
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Bangunan Lainnya

4.01.01.2.11

Administrasi Keuangan dan
Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Rp 180.000.000

Rp 24.449.901,00 | 13,58%

4.01.01.2.11.03

Pelaksanaan Medical Check
Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Rp 180.000.000

Rp 24.449.901,00 | 13,58%

4.01.01.2.12

Fasilitasi Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

Rp 2.160.000.000

0,
Rp 2.160.000.000 | 00:00%

4.01.01.2.12.01

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

Rp 1.440.000.000,00

0,
Rp 1.440.000.000 100,00%

4.01.01.2.12.02

Penyediaaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
Daerah

Rp 720.000.000

0,
Rp 720.000.000 | 100:00%

4.01.01.2.13

Penataan Organisasi

Rp 213.549.722,50

Rp  186.307.964,00 | 87,24%

4.01.01.2.13.01

Pengelolaan Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

Rp 57.672.841,00

Rp 53.579.741,00 | 92,90%

4.01.01.2.13.02

Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

Rp 20.047.696,00

Rp 16.812.878,00 | 83,86%

4.01.01.2.13.03

Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Rp 32.935.788,50

Rp 30.209.428,00 | 91,72%

4.01.01.2.13.04

Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan dan Tata Laksana

Rp 47.107.381,00

Rp 41.628.069,00 | 88,37%

4.01.01.2.13.05

Koordinasi dan Penyusunan
laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

Rp 55.786.016,00

Rp 44.077.848,00 79,01%

4.01.01.2.14

Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Rp 259.507.556,00

Rp  201.210.701,00 | 77,54%

4.01.01.2.14.01

Fasilitasi Keprotokolan

Rp 77.033.862,00

Rp  75.447.716,00 | 97,94%

4.01.01.2.14.02

Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

Rp 42.316.719,00

Rp 25.359.881,00 | 59,93%

4.01.01.2.14.03

Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Rp 140.156.975,00

Rp  100.403.104,00 | 71,64%

4.01.02

PROGRAM PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Rp 9.832.101.857,50

Rp 8.757.591.345,00 | 89,07%

4.01.02.2.01

Administrasi Tata
Pemerintahan

Rp 212.650.899,50

Rp 208.677.126,00 | 98,13%

4.01.02.2.01.01

Penataan Administrasi
Pemerintahan

Rp 104.637.114,50

Rp  102.393.158,00 | 97,86%

4.01.02.2.01.02

Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

Rp 55.352.423,00

Rp 55.115.426,00 | 99,57%

4.01.02.2.01.03

Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah

Rp 52.661.362,00

Rp 51.168.542,00 | 97,17%

4.01.02.2.02

Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Rp9.236.909.272,50

Rp 8.224.746.240,00 | 89,04%
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4.01.02.2.02.01

Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental Spiritual

Rp 134.988.447,50

Rp

68.821.322,00

50,98%

4.01.02.2.02.02

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial

Rp 6.244.413.335,00

Rp

6.072.840.370,00

97,25%

4.01.02.2.02.03

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan
Masyarakat

Rp 2.857.507.490,00

Rp

2.083.084.548,00

72,90%

4.01.02.2.03

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

Rp 219.966.888,50

Rp

209.356.729,00

95,18%

4.01.02.2.03.01

Fasilitasi Penyusunann
Produk Hukum Daerah

Rp 53.627.533,00

Rp

49.926.308,00

93,10%

4.01.02.2.03.02

Fasilitasi Bantuan Hukum

Rp 136.833.132,50

Rp

134.029.418,00

97,95%

4.01.02.2.03.03

Pendokumentasian Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

Rp 29.506.223,00

Rp

25.401.003,00

86,09%

4.01.02.2.04

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Rp 162.574.797,00

Rp

114.811.250,00

70,62%

4.01.02.2.04.01

Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri

Rp 48.565.365,00

Rp

25.760.922,00

53,04%

4.01.02.2.04.02

Fasilitasi Kerja Sama Luar
Negeri

Rp 39.557.009,00

Rp

22.333.862,00

56,46%

4.01.02.2.04.03

Evaluasi Pelaksanaan Kerja
Sama

Rp 74.452.423,00

Rp

66.716.466,00

89,61%

4.01.03

PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Rp1.762.872.936,50

Rp

1.340.633.285,00

76,05%

4.01.03.2.01

Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Rp 147.308.040,00

Rp

139.610.020,00

94,77%

4.01.03.2.01.01

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

Rp 12.175.645,00

Rp

10.716.772,00

88,02%

4.01.03.2.01.02

Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian

Rp 59.103.228,00

Rp

54.004.948,00

91,37%

4.01.03.2.01.03

Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil

Rp 76.029.167,00

Rp

74.888.300,00

98,50%

4.01.03.2.02

Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Rp 153.596.518,50

Rp

147.472.289,00

96,01%

4.01.03.2.02.01

Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan

Rp 49.606.031,00

Rp

46.422.219,00

93,58%

4.01.03.2.02.02

Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan

Rp 54.020.918,50

Rp

52.966.429,00

98,05%

4.01.03.2.02.03

Pengendalian Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

Rp 49.969.569,00

Rp

48.083.641,00

96,23%

4.01.03.2.03

Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Rp 1.329.071.733,00

Rp

928.971.861,00

69,90%
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4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Rp 958.481.733,00 Rp  737.426.169,00 | 76,94%
Barang dan Jasa

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan . Rp 86.580.000,00 Rp  86.580.000 100,00%
Pengadaan Secara Elektronik

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Rp 284.010.000,00 | Rp  104.965.692,00 | 36,96%
Pengadaan Barang dan Jasa

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Rp 132.896.645,00 Rp 124.579.115,00 | 93,74%

Sumber Daya Alam

4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan Pertanian, Rp 24.973.610,00 Rp  23.046.676,00 | 92,28%
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan

4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan Rp 58.904.232,50 Rp 55.165.555,00 | 93,65%
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan Energi
dan Air

Rp 49.018.802,50 Rp 46.366.884,00 | 94,59%

JUMLAH Rp 39.854.046.360 Rp  30.581.224.752 | 76,73%

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target
kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Nias Selatan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp.39.854.046.360,- (Tiga Puluh
Sembilan milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh enam
ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.30.581.224.752,- (Tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta
dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau
dengan serapan dana APBD mencapai 76,73%. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa pada tahun 2025 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.
9.272.821.608,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan

ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah).
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat
Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini
menggambarkan keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan S (lima) indikator
kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2025 dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 terdiri dari 5 indikator dengan capaian target secara

keseluruhan 76,73% atau belum memenuhi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran
strategis dan S (lima) indicator yang terlaksana, secara umum telah mencapai
nilai dalam kisaran 76,73% dan atau lebih yang tergolong dalam interprestasi
sesuai target. Dalam tahun anggaran 2025, untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka
mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp.39.854.046.360,- dan terealisasi sebesar Rp.30.581.224.752,- atau

dengan serapan dana mencapai 76,73%. Dengan demikian dapat dikatakan
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pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan kondisi
anggaran adalah Silpa Rp. 9.272.821.608,- atau 23,27%.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target
terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2030 dan Perjanjian
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat
dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang
belum tercapai dan bahkan belum dilaksanakan, kami sadari semata-mata
karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun
demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi

motivasi kami untuk memperbaiki.

Teluk Dalam, 30 Januari 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan,
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